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ABSTRAK

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas,
daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saingdengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta
potensi dan keanekaragaman daerahdalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun
sebuah peradaban di sebuah negara. Karena salah satu ciri negara maju adalah
bagaimana pendidikan bisa menjadi prioritas dalam sebuah agenda pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan undang-undang no. 32 tahun
2004 tentang pemerintahan daerah.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan
menganalisis data primer dan didukung data sekunder

Dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak 1 Januari 2000, persoalan
pendidikan kini menjadi persoalan sentral yang akan sangat berpengaruh bagi
kemajuan suatu daerah di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Oleh sebab itu
dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang Iebih bermutu serta mampu
menjawab tantangan masa depan, pemerintah harus memiliki kerangka sistem
pendidikan nasional yang akan dijadikan sebagai dasar acuan pelaksanaan
kegiatan pendidikan secara menyeluruh di segenap wilayah tanah air Indonesia.

Pemerintah Kota/Daerah khususnya Binjai dalam menentukan
kewenangan di dalam merencanakan tujuan kerja daerahnya masing-masing harus
melibatkan instansi/dinas terkait. Sehingga antara pemerintahan dengan
instansi/dinas ada kerjasama yang baik dalam melaksanakan segala kegiatan atau
tugasnya masing-masing. Sehingga apa yang menjadi tujuan untuk meningkatkan
mutu pendidikan dapat terlaksana.

Kata kunci : kewenangan, pemerintahan daerah, pendidikan.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pembangunan merupakan proses berkesinambungan yang mencakup
seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan
kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara
keseluruhan. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 merupakan usaha untuk mempercepat proses pembangunan. Dalam
proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis.
| Pendidikan sebagai usaha sadar harus terus ditingkatkan. Oleh karenanya
pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang
baik dan berkualitas. Amanat amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan kewenangan kepada pemerintah
daerah (pemda) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada
daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan
daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
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Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun sebuah peradaban
di sebuah negara karena salah satu ciri negara maju adalah bagaimana pendidikan
dapat menjadi prioritas dalam sebuah agenda pemerintahan. Dalam meningkatkan
mutu pendidikan pemerintah mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN."

Dunia pendidikan tidak hanya mentransformasikan ilmu pengetahuan dan
pendidik ke peserta didik tetapi juga memberi semangat kearah yang bersifat
spiritual sehingga tercipta generasi yang siap pakai. salah satu tujuan pendidikan
nasional adalah membentuk manusia yang utuh, yang pandai dalam bidang ilmu
pengetahuan, bermoral peka dan berbudi luhur terhadap orang lain dan beriman.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di kota Binjai Dinas
Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kota Binjai kepala sekolah, kepala unit
pelaksana teknis tingkat kecamatan, stakeholder, guru dan elemen masyarakat
merumuskan draft Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai tentang Penyelenggaraan
Pendidikan.”

Menurut UU No.32 Tahun 2004 dalam ketentuan umum disebutkan
desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan adalah kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu
vang bulat sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bagian atau onderdil

tertentu saja.’

Harian Waspada, Masalah Pendidikan Kita, Senin, 14 Februari 2011 hal.BS.
* Harian Waspada, Disdik Godok Draf Perda Pendidikan, Selasa , 28 Desember2010 hal.A4.
" S Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, cetakan 10
Iz 294 halama

abam |4 78
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